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ABSTRAK 

 

Moh. Basri, 2020, Ratio Decidendi Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan di 

Pengadilan Agama Pamekasan (Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan 

di Bawah Umur), Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN 

Madura, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. Ainurrahman 

Hidayat, M.Hum. 

 

Kata kunci: Ratio Decidendi, Penetapan, Dispensasi Perkawinan, Perlindungan, Hak 

Perempuan. 

Dispensasi perkawinan memiliki kompleksitas persoalan dalam hukum keluarga 

islam, dan menjadi hal yang dilematis bagi para hakim yang berhadapan dengan perkara 

tersebut, utamanya bagi dispensasi yang dimohon oleh perempuan di bawah umur 

sebagaimana perkara dalam Penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. 

di satu sisi, hakim harus memeriksa terhadap perkara tersebut berdasarkan aspek yuridis 

seperti Putusan Hakim MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2017 yang mengacu kepada perlindungan anak khususnya anak 

perempuan. Namun di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap hukum memahmi bahwa 

perkarwinan lebih menyentuh terhadap aspek sosial ketimbang yuridis yang harus 

dijadikan pertimbangan. Karena kondisi itulah, memahami perlindungan anak 

perempuan dalam hukum keluarga islam di indonesia harus dipahami dari unsur putusan 

hakim yang berhadapan dengan perkara tersebut yakni pada bagian Ratio Decideni 

merupakan alasan kuat hakim dalam putusan. Untuk menjawab masalah ini, dilakukan 

penelitian dengan jenis penelitian Normatif menggunakan pendekatan kasus (case 

aprroach). Pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan (Library research) dan 

dokumentasi yakni mengumpulkan data kepustakaan yang berupa dokumen yang relevan 

dengan penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Perlindungan terhadap Hak Perempuan 

di Bawah Umur dalam Penetapan Hakim PA Pamekasan Nomor  

143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. tergambar dalam upaya hakim mewujudkan kemanfaatan bagi 

anak perempuan. Kedua, Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Bawah Umur 

dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 menitik beratkan kepada kepentingan 

terbaik bagi anak. sedangkan perlindungan terhadap hak perempuan di bawah umur 

dalam perkara dispensasi nikah pasca Pemberlakuan Perma Nomor 3 TAHUN 2017  

perlindungan tehadap hak perempuan dalam melaksanakan hukum acara di pengadilan, 

dan hak perempuan mendapat perlakuan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan 

berdasarkan penghargaan atas harkat dan martbat manusia, non diskriminasi, kesetaraan 

gender, persamaan hak di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Ketiga, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur dalam Penetapan 

Hakim PA Pamekasan dalam Perkara Dispensasi Kawin Nomor  

143/Pdt.P/2018/PA.Pmk Perspektif Al-maslahah ialah lahirnya prinsip kemanfaatan 

bagi seorang anak. Keempat, Ratio Decidendi hakim dalam penetapan dispensasi kawin 

di PA Pamekasan relevan dengan perlindungan terhadap hak perempuan di bawah umur 

secara moril. Namun tidak relevan dari sudut pandang yuridis meliputi, pengabaian 

terhadap prinsip pembuktian, dan pertimbangan hakim yang multitafsir. 
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